BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH BULELENG
NOMOR .... TAHUN ....
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan
kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara
yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu melakukan
penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala

Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah



Mengingat:

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
memperoleh persetujuan bersama, sehingga Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
Anggaran 2023, perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repulik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2022 Nomor 14);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

Menetapkan:

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 2
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan

Daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp 2.231.531.919.253,00
2. Belanja Daerah Rp 2.281.457.711.039,00
surplus/(defisit) Rp (49.925.791.786,00)

3. Pembiayaan Daerah
a. penerimaan pembiayaan Rp 55.925.791.786,00
b. pengeluaran pembiayaan Rp 6.000.000.000,00
jumlahpembiayaan netto Rp 49.925.791.786,00

sisa lebih pembiayaan

anggaran tahun berkenan Rp 0,00



2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3
Pendapatan Daerah Tahun 2023 direncanakan sebesar
Rp.2.231.531.919.253,00 (dua triliun dua ratus tiga puluh
satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus
Sembilan belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) yang
bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah; dan
b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar
Rp.466.449.460.711,00 (empat ratus enam puluh enam
miliar empat ratus empat puluh sembilan juta empat
ratus enam puluh ribu tujuh ratus sebelas rupiah )
yang terdiri dari:
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan,;

dan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp.197.135.000.000,00
(seratus sembilan puluh tujuh milliar seratus tiga
puluh lima juta rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.54.057.608.000,00
(lima puluh empat milliar lima puluh tujuh juta enam

ratus delapan ribu rupiah).



(4)

(5)

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp.24.591.695.198,00 (dua
puluh empat milliar lima ratus sembilan puluh satu
juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus
Sembilan puluh delapan rupiah).

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang Sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp.190.665.157.513,00 (seratus
sembilan puluh milliar enam ratus enam puluh lima
juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga belas

rupiah)

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 5
Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar
Rp.1.729,896.302.542,00 (satu triliun tujuh ratus dua
puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh
enam juta tiga ratus dua ribu lima ratus empat puluh
dua rupiah) yang terdiri dari:
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.1.465.863.635.000,00 (satu triliun empat ratus
enam puluh lima miliar delapan ratus enam puluh tiga
juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.264.032.667.542,00 (dua ratus enam puluh empat
milliard tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh

tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

Diantara pasal 5 dan pasal 6 ditambahkan satu pasal yaitu

pasal 5 A sehingga Pasal 5 A berbunyi sebagai berikut:



Pasal 5 A
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana
dimaksud pada pasal 3 huruf c direncanakan sebesar
Rp.35.186.156.000 (tiga puluh lima milliar seratus delapan

puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 6
Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2023
direncanakan sebesar Rp.2.281.457.711.039,00 (dua
triliun dua ratus delapan puluh satu miliar empat ratus
lima puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu tiga puluh
sembilan rupiah) yang terdiri dari:
a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal,
c. Belanja Tidak Terduga; dan

d. Belanja Transfer.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar
Rp1.779.952.259.645,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh
puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh dua
juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus
empat puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Hibah; dan
d. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp.959.331.515.521,00

(sembilan ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus



tiga puluh satu juta lima ratus lima belas ribu lima
ratus dua puluh satu rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan  sebesar
Rp.696.217.247.424,00 (enam ratus sembilan puluh
enam miliar dua ratus tujuh belas juta dua ratus empat
puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).

(4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.110.681.356.700,00
(seratus sepuluh miliar enam ratus delapan puluh satu
juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus
rupiah).

(5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.13.722.140.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus dua

puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar
Rp.225.068.031.150,00 (dua ratus dua puluh lima
miliar enam puluh delapan juta tiga puluh satu ribu
seratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:

a. Belanja Modal tanah;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan,;

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.350.740.300,00
(lima miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus
empat puluh ribu tiga ratus rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.93.774.603.073,00 (sembilan puluh tiga miliar tujuh



10.

ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga ribu
tujuh puluh tiga rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp.68.288.856.273,00 (enam puluh delapan miliar dua
ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima
puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.35.242.758.339,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus
empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan
ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp.22.411.073.165,00 (dua puluh dua miliar empat
ratus sebelas juta tujuh puluh tiga ribu seratus enam

puluh lima rupiah).

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9
Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp.14.362.120.016,00 (empat belas miliar tiga ratus enam

puluh dua juta seratus dua puluh ribu enam belas rupiah).

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10
(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar
Rp.262.075.300.228,00 (dua ratus enam puluh dua
miliar tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu dua ratus
dua puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
a. Belanja Bagi Hasil; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan.



11.

12.

13.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp.34.471.015.728,00
(tiga puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh satu
juta lima belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan
rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.227.604.284.500,00 (dua ratus dua puluh tujuh
miliar enam ratus empat juta dua ratus delapan puluh

empat ribu lima ratus rupiah).

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11
Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023
direncanakan sebesar Rp.49.925.791.786,00 (empat puluh
sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh
ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh
enam rupiah) yang terdiri dari:
a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12
Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar
Rp.55.925.791.786,00 (lima puluh lima miliar sembilan
ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu

ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:



14.

15.

Pasal 13
Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar
Rp.6.000.000.000,00 (enam Miliar rupiah) yang terdiri dari:
a. Pembentukan Dana Cadangan; dan

b. Penyertaan Modal Daerah.

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 14
(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00
(nol rupiah).
(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 13 huruf b direncanakan sebesar

Rp.6.000.000.000,00 (enam Miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan
anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya
defisit sebesar  Rp.49.925.791.786,00(empat puluh
sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta
tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus
delapan puluh enam rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan  terhadap  pengeluaran  pembiayaan
direncanakan sebesar Rp.49.925.791.786,00(empat
puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima
juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus

delapan puluh enam rupiah).



16. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang

belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran

melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan

APBD tahun anggaran 2023 dengan tata cara sesuai

dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

serta  pemberitahuan kepada  Pimpinan DPRD

selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi
anggaran.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau;

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat
mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

b. Kelanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-
undangan; dan/atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.



17. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 17

Perubahan APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini terdiri dari:

a. Lampiran I
Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut
kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan tahun anggaran 2023;

b. Lampiran II
Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut
urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi tahun
anggaran 2023;

c. Lampiran III
Rincian perubahan APBD menurut urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan,
sub kegiatan, akun, kelompok, jenis Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan tahun anggaran 2023;

d. Lampiran IV
Rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian
menurut urusan Pemerintahan Derah, organisasi,
program, kegiatan dan sub kegiatan beserta Indikator
dan target kinerjannya;

e. Lampiran V
Rekapitulasi perubahan Belanja Daerah  Untuk
keselarasan dan keterpaduan wurusan Pemerintahan
Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

f. Lampiran VI
Rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan surat
perintah membayar;

g. Lampiran VII
Sinkronisasi program pada rencana pembangunan

jangka menengah Daerah dengan Rancangan APBD;



18.

19.

h. Lampiran VIII
Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada
rencana kerja pembangunan daerah dan prioritas dan
plafond anggaran sementara dengan rancangan APBD;

i. Lampiran IX
Sikronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas

nasional dengan program prioritas Daerah;

j. Lampiran X

Sinkronisasi major project dengan dukungan program
prioritas Daerah;

k. Lampiran XI
Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan
tahun anggaran 2023;

1. Lampiran XII
Daftar rekapitulasi piutang daerah tahun anggaran

2023;

m. Lampiran XIII

Daftar penyertaan modal Daerah dan investasi daerah
lainnya;

n. Lampiran XIV
Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah dan aset lain-lain tahun anggaran 2023;

o. Lampiran XV
Daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years);

p. Lampiran XVI
Daftar dana cadangan tahun anggaran 2023;

q. Lampiran XVII

Daftar pinjaman daerah.

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 18
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Ketentuan Lampiran [ diubah sehingga menjadi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Ketentuan Lampiran IX diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Ketentuan Lampiran X diubah sehingga menjadi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Ketentuan Lampiran XI diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Ketentuan Lampiran XII diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Ketentuan Lampiran XIII diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Ketentuan Lampiran XIV diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Ketentuan Lampiran XV diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Ketentuan Lampiran XVI diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Ketentuan Lampiran XVII diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.



Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Perubahan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal ...
PENJABATBUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA
Diundangkan di Singaraja
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

GEDE SUYASA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI:



LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR

14 TAHUN 2022

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN BULELENG

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 530.000.000.000 466.449.460.711 (63.550.539.289) 12%
4.1.01 Pajak Daerah 183.200.000.000 197.135.000.000 13.935.000.000 8%
4.1.02 Retribusi Daerah 65.621.000.000 54.057.608.000 (11.563.392.000) 18 %
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 26.606.000.000 24.591.695.198 (2.014.304.802) 8%
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 254.573.000.000 190.665.157.513 (63.907.842.487) 25%
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.680.762.502.027 1.729.896.302.542 49.133.800.515 3%
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.465.863.635.000 1.465.863.635.000 0 0%
42.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 214.898.867.027 264.032.667.542 49.133.800.515 23 %
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 35.186.156.000 35.186.156.000| 100 %
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0 35.186.156.000 35.186.156.000 100 %

Jumlah Pendapatan 2.210.762.502.027 2.231.531.919.253 20.769.417.226 1%
5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 1.735.501.180.066 1.779.952.259.645 44.451.079.579 3%
5.1.01 Belanja Pegawai 983.556.804.896 959.331.515.521 (24.225.289.375) 2%
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 696.721.153.550 696.217.247.424 (503.906.126) 0 %
5.1.05 Belanja Hibah 50.163.081.620 110.681.356.700 60.518.275.080 121 %
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.060.140.000 13.722.140.000 8.662.000.000 171 %
5.2 BELANJA MODAL 207.033.582.533 225.068.031.150 18.034.448.617 9%
5.2.01 Belanja Modal Tanah 91.447.437 5.350.740.300 5.259.292.863| 5.751 %
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Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 91.168.981.274 93.774.603.073 2.605.621.799 3%
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 64.485.869.434 68.288.856.273 3.802.986.839 6 %
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 35.731.703.148 35.242.758.339 (488.944.809) 1%
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.555.581.240 22.411.073.165 6.855.491.925 44 %
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 18.100.000.000 14.362.120.016 (3.737.879.984) 21%
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 18.100.000.000 14.362.120.016 (3.737.879.984) 21 %
5.4 BELANJA TRANSFER 262.758.139.428 262.075.300.228 (682.839.200) 0%
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 35.153.854.928 34.471.015.728 (682.839.200) 2%
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 227.604.284.500 227.604.284.500 0 0 %
Jumlah Belanja 2.223.392.902.027 2.281.457.711.039 58.064.809.012 3%
Total Surplus/(Defisit) (12.630.400.000) (49.925.791.786) (37.295.391.786) | -295 %
6 PEMBIAYAAN

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 48.630.400.000 55.925.791.786 7.295.391.786 15 %
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 48.630.400.000 55.925.791.786 7.295.391.786 15 %
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 48.630.400.000 55.925.791.786 7.295.391.786 15 %
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 36.000.000.000 6.000.000.000 (30.000.000.000) 83 %
6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 30.000.000.000 0 (30.000.000.000) 100 %
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 6.000.000.000 6.000.000.000 0 0 %
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 36.000.000.000 6.000.000.000 (30.000.000.000) 83 %
Pembiayaan Netto 12.630.400.000 49.925.791.786 37.295.391.786| 295 %
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 (0) 0) 100 %

PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA
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BERITA ACARA

Nomor :900/16%. 41 /1X/ BPRPD/ 2029
Nomor :pp.3.3.4 /1995 / OPRD/ 2028

PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN BULELENG
TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribuy
Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan dibawah ini -

Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A Fenjabat Bupati Buleleng, dalam hal ini
bertindak  untuk dan  atas nama
Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng
yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor |
Singaraja, selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA,
2. Gede Supriatna, SH ¢ hetua DPRD Kabupaten Buleleng,
3. I Ketut Susila Umbara, SH ¢ Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng,
4, Gede Suradnya : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng,
3. Dra. M. Putri Nareni : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa

2

FIHAK KEDUA telah membahas dan me nyetujui Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 vang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan
penyesualan scbagaimana terfuang pada catatan yang terlampir pada Beritg
Acara ini.

. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian Rancangan

Peraturan Dacrah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 scbagaimana tertuang pada catatan yang
terlampir pada Berita Acara ini,

- Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menvelesaikan perubahan dan koreksi

atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Angparan Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan
perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita



Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal
ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Bali untuk
mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah
ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 27 September 2023

by PJ. BUP BULELENG, KETUA DPRD
: KABUPATEN BULELENG

-.'hlr. Ketut Lihadnyana, M.M.A Gede SH

WAKIL KETUA D

KABU BULELENG




LAMFIRAN : PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD HADUPATEN
BULELENG
NOMOR z
NOMOR i
TANGGAL t 27 SEPTEMBER 2023
TENTANG ; CATATAN FERBETUJUAN BERSAMA HEFALA
DAERAH DAN DFRD KABUPATEN BULELENG
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH
HABUFPATEN BULELENG TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  BELANJA
DAERAH TAHUN ANGOARAN 2033
KODE P RAPED SEBELUM RAPED SETELAH ?nﬂmmmh;
REK. FPERBETUJUAN FERSETUJUAN
A IRp.] k. ]
1 2 3 & B=[d4-3] [
5, PENDAPATAN DAERAH 2,231,5631,919,253 ﬂ.ﬂl.ﬁﬁlélﬁ.ﬂﬂ[ 119,595,947 | 0.01
4.1. |PENDAPATAN ABLI 466 440 460,711 466,449 360,711 | : =
DAERAH
4.1.1. [Hasil Pajak Daemh 107, [ 35,000,000 197, 135,000,000
4.1.2. |Retribusi Dasrah 54,057, BOR, 54,057, 608,000
4.1.3. |Hasil Pengelalasn Kekavasn! 24,591,695.198 24,501,605,198
Deerah yang Dipisahkan
4.1.4. |Lam-lain Pendspatan Asli 190.665.157.513 190,665 157,513
Diserah yang Sah |
4.2, FPENDAPATAN TRANSFER 1,729,896 302 542 1, 730,015,898, 485 119.595.947 ﬂ_.fl'.‘l;l__'
- TRANSFER PEMERINTAH| 1,465,863 635,000 1,465,953,230,947 119,595,947 | 0.01
PUSAT
Dana Perimbangan 1,218,668, 038,000 1,318,787 633,047 119,595,947 | 0.01
Dana Transfer Umum 542,681 257,000 942, 800,852,947 119,595,947 | 0.01
Bagl Hasil Pojak/Bagi Hasil 21,384, 730,000 21,504,325,947 15,595 947 |  0.56
Bukan Pajak "
Dana Alokasi Umum 921,206,527,000 921,296,527 000 S
Dana Transfor Khusus 375,986, 761,000 375,986,781,000 % T
DAK Fistk 72 212,251,000 72,212,251 000
IDaK Non Fisik 303,774, 530,000 30¥3,774,530,000 | |
Dana Insentlf Dagrah 19,954, 062,000 19,954,062,000 - .
Dana Desa 127,241,535,000 127,241,535,000 2 .
TRANSFER ANTAR 264,032,667,542 264,032,667,542 | |
DAERAH
Pendapatan Bagi Hasil 211.B32,271.710 211,832.271,7110
Bantuan Kewangan 52.200,395,832 | 52,200,395 832
4.3. |LAIN.LAIN PENDAPATAN 35,1E6,156,000 35,186,156,000 :
DAERAH YANG SAH |
Lain-lain Pendapatan Sesuad A5, 186,156,000 35, 186, 156,000 |
derngan Ketentuan Peraturan
Perundang Undangan
5. BELANJA DAERAH 2,281,457,711,039 2,281 ,577,106,086 119, 595, 947 | 0.01
T BELANJA OPERASI 1,779,062 259,645 1,780,043,750,683 91,491,038 | 0.01
| Belanjn Pegawal 50 331, 515,521 955, 825 241,338 (3,504,233, 983)| [0.37]
|Betanja Barang dan Jasa 696,217,247 424 GOS G4T 472 445 2.730,225,021 0.39 |
Belanja Hibah 110,681,356,700 111,548,856, 700 567,500,000 | 0,78
Belanja Bantuan Sostal 13,722,140,000 13,722, 140,000 X
BELANJA MODAL 225,068,031, 180 226,403,136,417 1,335,105,267 | 0.89
BELANJA TIDAK wmuml 14,362, 120,016 12,705,119,658 [1,B57,000,358) [11.54)
BELANJA TRANSFER 262,075,300,228 262,425,300,228 350,000,000 | 0.13
Belonja Bagi Hasil 34,47 L015.726 | 34,471.015.728 - =]
Belania Bantuan Keunmggen | F27 64 284 500 | 227954 284 500 230,000,000 0.15
SURPLUS /{DEFISIT| (#9925, 791, T86) [49.925,791,TE6) . bt
6 FEMEBIATAAN DAERAH 49 925,791,786 49 925,791,786 -
6.1. |Penerimaan  Pembiayaan 55,928,791,786 55,925,791,786
Daerah




HODE URAIAN RAFED SEBELUM RAPBD BETELAH ?::T“I;MH&;
REH. PERSETUJUAN FERSETUJUAN — .HTEE._M_._-,-. =
| 1 2 a 4 B=(d-3) 6
{6.1.1 {8isa lebih  Perhitungan 55 925,791,786 55,925,701, 786
{Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumniya
JUMLAH FPENERIMAAN 55,925,721, TB6 55,925,791, TEG
PEMEBIAYAAN
6.2, Pan;ilumn Hmhlurlu 6,000, D00 D00 &, D00 00, 00
Daerak
622, |Penyertaan Modal Jlnvesiasi €, (RO 00, OO 6, 00, DO, D00
Femerintah Deerabh
- JUMLAH PENGELUARAN 6,000,000,000 &,000,000,000
PEMEIAYAAN
FEMEIAYAAN NETO 49 035,701 TEG 49 925,791, TR6
SI5A LEBIH PEMBIAYAAN - a .
ANGGARAN TAHUN
BERHKENAAN [BILPA)
SINGARAJA, 27 SEPTEMBER 2023
f PdJ. BUPF LELENG, KETUA DPRD
HABUPA NG
GE B

1E[E= KETUT LIHADNYANA, K.5M.A

WAKIL KETUA DP




